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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana Tiongkok membingkai pembuangan air
limbah nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik sebagai sebuah ancaman terhadap
keamanan lingkungan melalui perspektif sekuritisasi. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan desain studi kasus tunggal, penelitian ini memanfaatkan
berbagai sumber data sekunder, seperti literatur akademik, dokumen resmi, serta
pemberitaan dari media yang kredibel, untuk menelusuri proses pembentukan narasi
ancaman, dinamika kontestasi makna, upaya institusionalisasi wacana, dan respons
audiens terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan air
limbah Fukushima tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis dalam
pengelolaan limbah nuklir. Isu ini berkembang menjadi persoalan keamanan setelah
dikonstruksikan melalui narasi yang menyoroti potensi risiko terhadap ekosistem laut,
kesehatan masyarakat, dan keamanan pangan. Konstruksi ancaman tersebut diperkuat
melalui pernyataan pejabat pemerintah, pemberitaan media milik negara, serta
kebijakan pembatasan impor produk perikanan asal Jepang. Berbagai langkah tersebut
kemudian mendorong terbentuknya legitimasi politik yang kuat di tingkat domestik
Tiongkok. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep keamanan dalam
hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ancaman yang bersifat
objektif, tetapi juga oleh proses sosial dan politik yang membentuk cara suatu risiko
dipahami dan dimaknai sebagai ancaman keamanan.

Kata Kunci: Institusionalisasi, Keamanan Lingkungan, Persepsi Ancaman,
Penerimaan Publik, Sekuritisasi.

ABSTRACT
This study examines how China frames the discharge of Fukushima nuclear wastewater
into the Pacific Ocean as an environmental security threat, utilizing the perspective of
securitization. Employing a qualitative approach and a single-case study design, the
research draws on various secondary data sources—such as academic literature,
official documents, and credible media reports—to trace the construction of the threat
narrative, the dynamics of contested meanings, efforts to institutionalize the discourse,
and audience responses to the issue. The findings indicate that the discharge of
Fukushima wastewater is no longer viewed merely as a technical matter of nuclear
waste management. The issue evolved into a security concern after being constructed
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through narratives highlighting potential risks to marine ecosystems, public health,
and food security. This construction of a threat was reinforced by statements from
government officials, state-owned media coverage, and policies restricting imports of
Japanese fishery products. These measures subsequently fostered strong political
legitimacy within China. The study’s findings demonstrate that the concept of security
in international relations is defined not only by the existence of objective threats but
also by the social and political processes that shape how risks are understood and

interpreted as security threats.

Keywords: Audience Acceptance, Environmental Security, Institutionalization, Risk

Construction, Securitization.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir,
isu lingkungan hidup mengalami
pergeseran  posisi  yang  sangat
signifikan dalam kajian hubungan
internasional. Yang semula dipahami
sebagai persoalan ekologis, kini tampil
sebagai fenomena politik global dengan
konsekuensi lintas negara. Perubahan
iklim, degradasi ekosistem laut,
pencemaran industri, serta pengelolaan
limbah berbahaya menunjukkan bahwa
dampak aktivitas manusia tidak
berhenti pada batas teritorial negara
(Sasmi, 2025). Dengan demikian,
lingkungan tidak lagi sekadar menjadi
urusan domestik, melainkan telah
masuk ke dalam ruang politik
internasional yang sarat kepentingan,

persepsi  risiko, dan  legitimasi
kebijakan.
Perubahan  tersebut  tampak

semakin nyata di kawasan maritim
yang pada dasarnya saling terhubung
tanpa mengenal batas negara yang
tegas. Laut tidak hanya berfungsi
sebagai penyangga keseimbangan
ekosistem, tetapi juga menjadi jalur
utama perdagangan internasional,
sumber pemenuhan kebutuhan pangan,
serta ruang strategis yang menopang
aktivitas ekonomi global. Oleh karena
itu, ketika terjadi gangguan terhadap
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lingkungan laut, dampaknya sering kali
tidak berhenti pada wilayah tertentu,
melainkan dapat menjalar ke negara
lain dan memunculkan berbagai
implikasi politik maupun diplomatik.
Kondisi ini menjadi semakin sensitif
apabila gangguan tersebut berkaitan
dengan teknologi berisiko tinggi,
seperti pengelolaan limbah nuklir dan
material  radioaktif = (Somawinata,
2025). Dalam konteks demikian, isu
lingkungan tidak lagi dipandang
sebatas persoalan pencemaran,
melainkan dapat berkembang menjadi
kekhawatiran yang menyentuh aspek
keamanan manusia serta stabilitas
kawasan secara lebih luas.

Di kawasan Asia Timur, kondisi
tersebut berkembang dalam konteks
yang lebih kompleks. Tingginya
intensitas interaksi antarnegara,
ketergantungan yang besar terhadap
ruang maritim, serta keberadaan
sejumlah kekuatan besar dengan
kepentingan strategis yang saling
bersinggungan menjadikan kawasan ini
sangat sensitif terhadap berbagai isu
lintas batas. Dalam situasi seperti ini,
persoalan lingkungan kerap melampaui
dimensi ekologis dan memasuki ranah
politik, terutama ketika berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya
bersama maupun keamanan jalur
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perdagangan laut (Srivastava, 2023).
Hubungan antara Jepang dan Tiongkok,
serta posisi penting Samudra Pasifik
dalam aktivitas ekonomi dan geopolitik
regional, menunjukkan bahwa cara
suatu isu pencemaran atau limbah
dipersepsikan tidak hanya ditentukan
oleh temuan ilmiah semata. Sebaliknya,
persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh
pertimbangan  politik, kepentingan
strategis, dan kebutuhan masing-
masing negara untuk membangun
legitimasi di tingkat domestik (Yuan &
Lee, 2023).

Dari perkembangan tersebut lahir
pendekatan keamanan lingkungan
dalam kerangka keamanan non-
tradisional. Perspektif ini memandang
persoalan ekologis, termasuk
pencemaran lintas batas, sebagai bagian
dari ancaman kontemporer yang
mempengaruhi  stabilitas  negara,
keselamatan manusia, dan ketahanan
kawasan. Lingkungan, dalam kerangka
ini, tidak lagi ditempatkan sebagai isu

teknis atau sekadar agenda
pembangunan, melainkan  sebagai
persoalan  strategis yang  dapat

memperoleh makna keamanan melalui
proses pembingkaian politik, terutama
ketika menyangkut risiko jangka
panjang dan ketidakpastian dampak
(Shakira, 2025).

Keterkaitan antara lingkungan
dan keamanan menjadi semakin nyata
ketika isu tersebut bersinggungan
dengan teknologi nuklir. Meski
memiliki manfaat besar, teknologi ini
menyisakan risiko ekologis jangka
panjang, sehingga pengelolaan limbah
nuklir kerap memicu perdebatan yang
melampaui  ranah ilmiah. Dalam
banyak kasus, kebijakan semacam ini
dipersepsikan sebagai potensi ancaman
terhadap ekosistem laut, kesehatan
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manusia, dan keberlanjutan sumber
daya maritim (Aditya et al., 2023).
Ketika isu ini berkembang ke tingkat
internasional, pembahasannya tidak
lagi sekadar menyangkut persoalan
teknis,  tetapi  juga  mencakup
pertanyaan  mengenai  legitimasi,
transparansi, dan penerapan prinsip
kehati-hatian. Proses ini
memperlihatkan bahwa sekuritisasi
dapat terjadi ketika ketidakpastian
ilmiah dan kemungkinan dampak
jangka  panjang  dikonstruksikan
sebagai ancaman terhadap keamanan
lingkungan (Ebenhaezer et al., 2024).
Dalam kasus limbah Fukushima,
Tiongkok tidak berhenti pada respons
diplomatik, tetapi turut membangun
narasi ancaman yang diarahkan pada
audiens domestik melalui komunikasi
politik dan pembentukan persepsi
risiko (Nufus et al., 2023).

Inti persoalannya terletak pada
pertentangan antara klaim keamanan
teknis Jepang dan konstruksi ancaman
yang  berkembang di  tingkat
internasional.  Jepang menegaskan
bahwa pembuangan limbah nuklir
Fukushima dilakukan sesuai standar
ilmiah yang aman, sedangkan Tiongkok
menilainya sebagai risiko ekologis
jangka panjang yang sulit diverifikasi
secara independen, terutama bagi
kesehatan manusia, keamanan pangan,
dan ekosistem laut (Sun et al., 2026).
Dengan demikian, isu ini tidak lagi
berdiri sebagai masalah teknis yang
netral, melainkan dibentuk oleh
persepsi risiko, kepentingan politik,
dan tingkat kepercayaan antarnegara.
Dalam  kerangka ini, Tiongkok
mengartikulasikan Fukushima sebagai
ancaman yang relevan bagi
kepentingan domestik melalui
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pembentukan narasi dan penegasan
risiko di ruang publik.

Kondisi tersebut juga
memperlihatkan jarak antara norma
ideal tata kelola lingkungan global dan
kenyataan empiris di lapangan. Secara
normatif, pengelolaan limbah nuklir
lintas batas semestinya berjalan melalui

transparansi, verifikasi ilmiah,
akuntabilitas, serta kerja  sama
internasional yang mengutamakan

keselamatan ekologis dan kepentingan
publik (Aksan et al., 2024). Namun
dalam praktiknya, mekanisme tersebut
belum cukup kuat untuk membangun
legitimasi dan kepercayaan
antarnegara. Ketidakpastian mengenai
dampak jangka panjang, ditambah
kepentingan strategis masing-masing
pihak, menjadikan isu  limbah
Fukushima sebagai arena kontestasi
politik dan pertarungan narasi (Sun et
al., 2026). Dalam situasi seperti ini,
pernyataan Jepang mengenai keamanan
teknis pembuangan limbah tidak serta-
merta diterima sebagai fakta yang tidak
dapat diperdebatkan. Sebaliknya, klaim
tersebut terus menjadi objek perdebatan
dan penafsiran yang berbeda, terutama
dalam  konteks politik domestik
Tiongkok.

Berdasarkan kondisi tersebut,
terlihat  jelas bahwa  persoalan
lingkungan lintas batas tidak hanya
menyangkut konsekuensi ekologis,
tetapi juga bagaimana sebuah risiko
dimaknai dan diproduksi menjadi
ancaman dalam politik internasional.
Isu limbah Fukushima penting dikaji
karena menunjukkan bahwa perdebatan
mengenai keamanan lingkungan tidak
ditentukan oleh argumen ilmiah
semata, melainkan juga oleh narasi,
persepsi ancaman, dan kepentingan
negara. Karena itu, penelitian ini
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relevan untuk menjelaskan bagaimana
Tiongkok mengonstruksi pembuangan
air limbah nuklir Fukushima sebagai
ancaman keamanan lingkungan melalui
proses sekuritisasi. Kajian ini sekaligus
memperluas pembahasan keamanan
non-tradisional,  khususnya dalam
melihat keterhubungan antara isu
lingkungan, politik domestik, dan
produksi ancaman dalam hubungan
internasional.

Sejalan dengan itu, literatur
mengenai  keamanan  lingkungan,
sekuritisasi, dan tata kelola lingkungan
internasional menunjukkan bahwa
dimensi politik dan keamanan dalam
isu lingkungan semakin menguat.
Sebagian studi menekankan pentingnya
kerja sama internasional dalam
menghadapi  risiko lintas  batas,
sementara studi lainnya menyoroti
bagaimana isu lingkungan
mempengaruhi  kebijakan  negara,
diplomasi internasional, dan respons
keamanan terhadap ancaman ekologis.
Sehingga, perkembangan literatur yang
ada semakin menegaskan posisi isu
lingkungan sebagai salah satu agenda
penting dalam  studi  hubungan
internasional kontemporer.

Penelitian pertama, karya Ilham
Dary Athallah  (2022)  berjudul
“Sekuritisasi Isu Lingkungan Dalam
Hambatan Perdagangan Sawit di
European Green Deal” membahas
bagaimana Uni FEropa membingkai
sawit sebagai ancaman lingkungan
untuk melegitimasi kebijakan
proteksionis dalam FEuropean Green
Deal. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa narasi ancaman lingkungan
yang disebabkan oleh sawit diperkuat
oleh industri agrikultur, serikat petani,
Komisi Eropa, serta dukungan publik
dan  Parlemen Eropa, sehingga



2026. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 9(4): 482-504

European Green Deal diposisikan
sebagai extraordinary measures yang
membenarkan hambatan perdagangan,
intervensi regulasi, dan peningkatan
alokasi anggaran lingkungan.
Penelitian kedua, karya Misbahul
Azizah  dkk.  (2024)  berjudul
“Pertanggungjawaban Jepang
Terhadap Pembuangan Air Limbah
Nuklir, Pelanggaran Hukum
Lingkungan Internasional Mengancam
Lingkungan Global” mengkaji
tanggung jawab Jepang atas kebijakan
pembuangan  air limbah  nuklir
Fukushima dengan menggunakan
perspektif hukum lingkungan
internasional sebagai kerangka analisis
utamanya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan tersebut
dipandang berpotensi mencemari laut
dan melanggar kewajiban internasional
Jepang, seperti pencegahan dampak
lintas batas, transparansi penilaian
lingkungan, dan koordinasi
internasional, sehingga Jepang dapat
dikenai strict liability apabila kerugian
lingkungan dapat dibuktikan.
Penelitian ketiga, karya Siti Fitri
Auliaun Nufus dkk. (2023) berjudul
“Respon Tiongkok Terhadap Ancaman
Keamanan Maritim Sebagai Dampak
dari Pembuangan Limbah Nuklir
Jepang ke  Samudera  Pasifik”
membahas respons Tiongkok terhadap
ancaman keamanan maritim akibat
pembuangan  limbah  Fukushima.
Penelitian ini menemukan bahwa
limbah tersebut dipersepsikan
mengancam keselamatan laut, ekonomi
maritim, dan  ketahanan  sosial
masyarakat  Tiongkok, sehingga
memunculkan berbagai respons berupa
embargo impor, tekanan diplomatik,
pemantauan ketat, kampanye media,
hingga aksi masyarakat sebagai upaya
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meredam ancaman yang dipersepsikan
berasal dari Jepang.

Penelitian keempat, karya Meng
Li dan Xuedong Wang (2023) berjudul
“Legal  responses  to  Japan's
Fukushima  Nuclear Wastewater
Discharge into the sea from the
perspective  of  Chinas  right-
safeguarding strategies” berfokus pada
strategi hukum Tiongkok terhadap
pembuangan limbah Fukushima oleh
Jepang. Temuan penelitian
mengindikasikan ~ bahwa  tindakan
Jepang  berpotensi  menimbulkan
persoalan dalam kerangka UNCLOS
karena dinilai belum memenuhi
sejumlah kewajiban penting, seperti
pelaksanaan penilaian dampak
lingkungan, pemberitahuan kepada
negara yang berpotensi terdampak,
serta pencegahan pencemaran di
lingkungan laut. Sehingga, Tiongkok
memiliki argumentasi hukum yang
dapat digunakan untuk menempuh
langkah  perlindungan  hak dan
kepentingannya melalui instrumen
hukum nasional maupun mekanisme
penyelesaian sengketa internasional.

Penelitian kelima, karya Xiao

Liang dkk. (2024) berjudul “The
Impact of Japans Discharge of
Nuclear-Contaminated ~ Water  on

Aquaculture Production, Trade, and
Food Security in China and Japan”
menganalisis dampak pembuangan
limbah Fukushima terhadap produksi
perikanan, perdagangan, dan ketahanan
pangan di Tiongkok serta Jepang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa
pembuangan limbah nuklir berpotensi

menurunkan  produksi  perikanan
global, memperburuk indikator
ekonomi  kedua  negara, serta

meningkatkan defisit protein akibat
penurunan konsumsi produk perikanan,
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sehingga turut
terancam.

Berdasarkan penelitian terdahulu
yang telah dikaji, dapat dilihat bahwa
kelima penelitian tersebut memiliki
relevansi yang kuat dengan penelitian
ini. Berbagai penelitian tersebut
memberikan dasar teoritis dan empiris
untuk memahami isu pembuangan
limbah nuklir Fukushima dalam
konteks ~ hubungan  internasional.
Sebagian penelitian menjelaskan isu ini
melalui perspektif sekuritisasi,
sementara penelitian lainnya
menunjukkan adanya kekhawatiran
internasional, respons politik dan
diplomatik, serta persepsi ancaman
terhadap lingkungan laut, keamanan

ketahanan pangan

pangan, dan kepentingan nasional
Tiongkok. Secara keseluruhan,
penelitian-penelitian tersebut

memperkuat pemahaman bahwa isu
limbah  Fukushima tidak hanya
berkaitan dengan lingkungan, tetapi
juga memiliki dimensi keamanan dan
politik yang penting dalam hubungan
internasional.

Meskipun berbagai penelitian
telah membahas isu pembuangan
limbah nuklir Fukushima, sebagian
besar kajian masih berfokus pada
dampak lingkungan, implikasi hukum
internasional, serta respons politik dan
kebijakan  negara-negara terkait,
terutama Tiongkok. Berbagai penelitian
tersebut memberikan pemahaman yang
penting mengenai konsekuensi yang
muncul setelah kebijakan pembuangan
limbah Fukushima dipandang sebagai
ancaman terhadap lingkungan,
keamanan pangan, dan kepentingan
nasional. Namun demikian, masih
terdapat ruang yang perlu dieksplorasi
lebih lanjut karena sebagian besar
literatur ~ cenderung  menganggap
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ancaman tersebut sebagai sesuatu yang
telah terbentuk. Akibatnya, perhatian
penelitian lebih banyak tertuju pada
dampak dan respons yang muncul,
sementara proses bagaimana ancaman
itu dikonstruksikan dan memperoleh
legitimasi masih belum banyak dibahas
secara mendalam.

Akibatnya, masih belum
terjelaskan secara memadai bagaimana
isu yang pada awalnya merupakan
persoalan teknis pengelolaan limbah
nuklir dapat berkembang menjadi
ancaman keamanan yang memperoleh
legitimasi politik dan penerimaan
publik di Tiongkok. Padahal, berbagai
respons diplomatik, ekonomi, dan
politik tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan risiko lingkungan itu
sendiri, tetapi juga oleh proses sosial
dan  politik yang  membentuk,
mendefinisikan, dan melegitimasi
risiko tersebut sebagai ancaman. Oleh
karena itu, diperlukan kajian yang
menjelaskan bagaimana pembuangan
air  limbah  nuklir = Fukushima
dikonstruksi sebagai ancaman
keamanan lingkungan dalam konteks
politik domestik Tiongkok.

Penelitian ini berupaya
menjelaskan cara wacana politik
membentuk persepsi ancaman di
tingkat domestik Tiongkok, sehingga
isu lingkungan dapat bergeser dari
persoalan teknis menjadi isu keamanan.
Penelitian ini memerlukan pendekatan
yang mampu menjelaskan bagaimana
suatu isu lingkungan dapat
dikonstruksikan  sebagai  ancaman
keamanan melalui proses politik dan
diskursif. Dalam hal ini, konsep
sekuritisasi dari Copenhagen School

digunakan untuk menganalisis
bagaimana Tiongkok membingkai
pembuangan air limbah  nuklir
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Fukushima sebagai ancaman keamanan
lingkungan. Pendekatan ini relevan
karena memandang keamanan bukan
sebagai kondisi yang bersifat objektif,
melainkan sebagai hasil konstruksi
sosial dan politik yang dibentuk melalui
narasi, klaim ancaman, dan penerimaan
audiens (Sharma, 2024).

Dalam perspektif Copenhagen
School yang dikembangkan oleh Barry
Buzan, Ole Waver, dan Jaap de Wilde,
keamanan dipahami sebagai hasil
konstruksi sosial dan politik. Suatu isu
menjadi isu keamanan bukan semata
karena sifat ancamannya, tetapi karena
ada aktor yang membingkainya sebagai
ancaman melalui speech act (Buzan et
al., 1998). Pendekatan ini menunjukkan
bahwa keamanan tidak lagi terbatas
pada ancaman militer, tetapi juga
mencakup dimensi non-militer seperti
lingkungan, ekonomi, sosial, dan
politik (Bhramanta, 2023). Dengan
begitu, isu  kontemporer  dapat
dipersepsikan sebagai ancaman apabila
dianggap  berpotensi mengganggu
stabilitas negara maupun masyarakat.

Secara konseptual, sekuritisasi
merupakan proses yang membawa
sebuah isu keluar dari ranah politik
normal dan membingkainya sebagai
ancaman eksistensial yang memerlukan
penanganan khusus (Shakira, 2025).
Buzan et al. (1998) mendefinisikan
sekuritisasi sebagai “The move that
takes an issue beyond the established
rules of the game and frames the issue
as either a special kind of politic or as
above politics”. Artinya, suatu isu

menjadi  objek sekuritisasi  ketika
berhasil ~ dikonstruksikan  sebagai
ancaman yang tidak lagi cukup

ditangani melalui mekanisme kebijakan
biasa, melainkan menuntut respons
yang bersifat khusus dan mendesak.
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Proses sekuritisasi umumnya
berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu
non-politicized,  politicized, dan
securitized. Tahap  non-politicized
menunjukkan bahwa suatu isu belum
menjadi perhatian politik, sedangkan
tahap politicized menandakan bahwa
isu tersebut telah masuk ke agenda
publik dan diproses melalui mekanisme
politik normal. Sementara itu, tahap
securitized terjadi ketika suatu isu
dipahami sebagai ancaman keamanan
yang mendesak sehingga memerlukan
tindakan khusus di luar prosedur biasa.
Dalam  tahap ini, keberhasilan
sekuritisasi sangat bergantung pada
penerimaan audiens terhadap
konstruksi ancaman yang dibangun
oleh aktor terkait (Buzan et al., 1998).

Selain tahapan-tahapan tersebut,
proses sekuritisasi juga ditopang oleh

beberapa komponen utama, yaitu
securitizing  actor,  speech  act,
existential ~threat, referent object,
audience acceptance, dan

extraordinary measures. Komponen-
komponen ini menjelaskan bahwa
proses  sekuritisasi  tidak  hanya
berkaitan dengan keberadaan ancaman,
tetapi juga dengan cara ancaman
tersebut  dibingkai, siapa yang
membingkai, siapa yang menjadi
sasaran perlindungan, serta bagaimana
audiens meresponsnya. Karena itu,
sekuritisasi  lebih tepat dipahami
sebagai proses diskursif dan politis
yang melibatkan interaksi antara aktor,
ancaman, dan penerimaan publik
(Buzan et al., 1998).
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Untuk  menganalisis  proses
sekuritisasi secara lebih sistematis,
penelitian ini merumuskan sejumlah
dimensi analisis yang mengacu pada
kerangka  pemikiran = Copenhagen
School.  Dimensi-dimensi  tersebut
disusun berdasarkan elemen-elemen
utama dalam proses sekuritisasi dan
digunakan sebagai panduan untuk
memahami bagaimana suatu isu
dikonstruksikan  sebagai  ancaman
keamanan. Adapun dimensi analisis
yang digunakan dalam penelitian ini

disajikan  pada  tabel  berikut.
Berdasarkan ~ kerangka  tersebut,
penelitian ini menggunakan konsep
sekuritisasi untuk  menganalisis
bagaimana Tiongkok mengonstruksi
pembuangan  air limbah  nuklir
Fukushima sebagai isu keamanan

lingkungan, yakni dengan membingkai
persoalan yang semula bersifat teknis
pengelolaan limbah nuklir menjadi
ancaman terhadap lingkungan laut,
kesehatan masyarakat, dan keamanan

pangan melalui pernyataan resmi,
media pemerintah, serta respons
diplomatik.

Dalam proses inilah, pemerintah
Tiongkok dipahami sebagai aktor yang
membangun, memperkuat, dan
menginstitusionalisasikan narasi
ancaman hingga dapat memperoleh
penerimaan dari audiens domestik,
sehingga isu limbah Fukushima tidak
hanya digambarkan sebagai persoalan
lingkungan saja, tetapi juga dapat
digunakan untuk memberi legitimasi
terhadap berbagai respons politik dan
diplomatik Tiongkok dalam relasinya
dengan Jepang tentunya.
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus tunggal (single case study)
untuk menganalisis bagaimana
Tiongkok mengonstruksi pembuangan
air limbah nuklir Fukushima ke
Samudra Pasifik sebagai ancaman
keamanan lingkungan dalam kerangka
sekuritisasi. Pendekatan ini dipilih
karena memungkinkan pemahaman
yang mendalam terhadap proses
pembentukan makna, narasi, serta
konteks politik yang melingkupi isu
tersebut. Melalui studi kasus, penelitian
ini tentunya memusatkan perhatian
hanya pada satu kasus spesifik saja
sehingga dapat menghasilkan analisis
yang kontekstual dan menyeluruh.

Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder
yang diperoleh dari berbagai sumber,
seperti literatur akademik, dokumen
resmi pemerintah dan organisasi
internasional, laporan lembaga terkait,
serta media massa. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan
dan dokumentasi dengan menelusuri,
menyeleksi, serta mengorganisasi
sumber-sumber yang relevan dengan
fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model analisis kualitatif
interaktif dari Miles, Huberman, dan
Saldafia, yang meliputi reduksi data,
penyajian  data, dan penarikan
kesimpulan dan verifikasi, serta
dilakukan secara simultan sepanjang
proses penelitian. Data yang telah
dikumpulkan diseleksi dan
dikategorikan sesuai dengan kerangka
sekuritisasi untuk mengidentifikasi
pola  konstruksi ancaman  yang
dilakukan oleh Tiongkok. Melalui
proses ini, penelitian  bertujuan
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menghasilkan ~ pemahaman  yang
sistematis mengenai bagaimana isu
pembuangan limbah nuklir Fukushima
dibingkai sebagai ancaman keamanan

lingkungan dalam konteks politik
internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontestasi Makna dalam

Mendefinisikan Fukushima

Pembuangan air limbah nuklir
Fukushima ke Samudra Pasifik tidak
hanya memunculkan perdebatan soal
keselamatan  nuklir, tetapi  juga
memperlihatkan adanya perebutan
makna atas risiko itu sendiri. Sejak
awal, isu limbah Fukushima ini bisa
dilihat hanya sebagai sebuah persoalan
teknis tentang kadar radioaktif atau
standar keselamatan. Isu ini juga
menjadi ruang politik tempat para aktor
berusaha menentukan bagaimana risiko
lingkungan  harus dimaknai dan
dijelaskan kepada publik (Mabon &
Kawabe, 2022). Dalam konteks ini,
yang diperdebatkan bukan hanya
apakah air tersebut telah diproses,
tetapi apakah air itu benar-benar aman
dan siapa yang berhak menetapkan
standar keamanannya.

Pemerintah Jepang membingkai
air yang dilepaskan tersebut sebagai
treated water, yaitu air yang sudah
melalui  proses pemurnian dengan
Advanced Liquid Processing System
(ALPS) dan dinilai memenuhi standar
keselamatan yang berlaku. Pandangan
ini  diperkuat oleh TAEA yang
menyatakan bahwa pendekatan Jepang
sesuai dengan standar keselamatan
internasional dan diperkirakan hanya
menimbulkan dampak radiologis yang
sangat rendah terhadap manusia
maupun lingkungan (IAEA, 2025).
Dengan begitu, limbah Fukushima
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ditempatkan sebagai persoalan teknis
yang dapat dikelola melalui sains,
regulasi, dan pengawasan internasional,
sehingga tetap berada dalam ranah
normal politics.

Namun, definisi tersebut tidak
diterima oleh semua pihak. Pemerintah
Tiongkok  memilih  menggunakan
istilah  nuclear-contaminated water
dalam pernyataan resminya dan
menolak istilah  treated  water.
Perbedaan istilah ini dinilai penting
karena mempengaruhi cara publik
memahami risiko yang diperdebatkan.
Istilah  treated water menekankan
proses pemurnian dan kepatuhan
terhadap standar keselamatan,
sedangkan nuclear-contaminated water
mempertahankan  asosiasi  dengan
kecelakaan nuklir Fukushima dan
potensi  bahaya radioaktif yang
menyertainya (Sun et al., 2026). Karena
itu, perdebatan istilah bukan hanya
sekadar soal bahasa saja, tetapi juga

soal siapa yang berhak untuk
menentukan makna risiko.
Perbedaan pandangan antara

Jepang dan Tiongkok menunjukkan
bahwa pengetahuan ilmiah tidak selalu
menghasilkan kesimpulan politik yang
sama. Walaupun banyak kajian
menyebut dampak radiologis dari
pembuangan air limbah Fukushima
masih berada dalam batas yang
diperbolehkan, namun tidak ada aktor
yang bisa memberikan jaminan mutlak
atas seluruh ~ dampak  jangka
panjangnya. Ruang ketidakpastian
inilah yang membuka peluang bagi
munculnya interpretasi yang berbeda
terhadap risiko yang sama (Azizah et
al.,, 2024). Jepang menekankan bukti
ilmiah yang mendukung keamanan
pelepasan air tersebut, sedangkan
Tiongkok  menyoroti  keterbatasan
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pengetahuan mengenai dampak jangka
panjang yang belum sepenuhnya bisa
dipastikan (Christiastuti, 2023).

Dalam konteks ini, sains tidak
bekerja sebagai sumber kebenaran
tunggal yang secara otomatis diterima
oleh semua pihak. Sebaliknya data dan
pengetahuan ilmiah justru menjadi
sebuah objek tafsir yang diperebutkan
untuk menguatkan posisi politik oleh
masing-masing aktor (Verma & Snyder,
2025). Karena itulah, inti perdebatan
terkait limbah Fukushima tidak hanya
berkaitan dengan kandungan
radionuklida atau standar keselamatan
teknis saja, tetapi juga dengan siapa
yang  memiliki  otoritas  untuk
mendefinisikan realitas. Jepang
berupaya  memperoleh  legitimasi
melalui otoritas ilmiah dan dukungan
IAEA, sedangkan Tiongkok
mempertanyakan kecukupan klaim
tersebut dengan menyoroti risiko yang
belum sepenuhnya dapat dipastikan
(Sun et al., 2026). Dengan demikian,
kontestasi makna dalam kasus limbah
Fukushima juga merupakan kontestasi
atas legitimasi pengetahuan dan
otoritas dalam mendefinisikan sebuah
keamanan.

Tiongkok kemudian
memanfaatkan ruang ketidakpastian
tersebut untuk menggeser perdebatan
dari persoalan teknis menjadi persoalan
keamanan lingkungan dan
perlindungan publik (Muliawan et al.,
2024). Ketika keamanan tidak lagi
dipahami hanya lewat parameter
ilmiah, tetapi juga lewat kemungkinan
risiko yang belum bisa disingkirkan,
maka isu limbah Fukushima dapat

diposisikan ~ sebagai  isu  yang
melampaui ranah kebijakan biasa
(Debin, 2023). Dalam hal ini

ketidakpastian bukan hanya tentang
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persoalan ilmiah saja tetapi juga
sumber daya politik untuk membangun
sebuah definisi risiko dan keamanan.
Oleh karena itulah, kontestasi
makna dalam kasus limbah Fukushima
menunjukkan bahwa keamanan
lingkungan tidak ditentukan oleh
keberadaan risiko objektif, melainkan
juga  oleh  kemampuan  aktor
membentuk interpretasi atas risiko
tersebut (Polleri, 2025). Sebelum suatu
isu dikonstruksi sebagai ancaman
keamanan, harus ada perebutan definisi
tentang apa yang dianggap aman,
berbahaya, dan layak mendapat
perhatian politik (Rasmussen, 2023).
Dari titik inilah proses sekuritisasi
bergerak ke tahap berikutnya, yaitu
ketika salah satu interpretasi atas isu
limbah Fukushima mulai dikonstruksi
secara sistematis sebagai ancaman
terhadap lingkungan, kesehatan
manusia, dan keamanan pangan.

Konstruksi Fukushima Sebagai
Ancaman Keamanan Lingkungan
Kontestasi makna atas
Fukushima tidak otomatis
menghasilkan sekuritisasi. Perbedaan
interpretasi hanya membuka ruang bagi
aktor untuk mendefinisikan risiko
secara berbeda. Sekuritisasi mulai
terjadi ketika salah satu interpretasi itu
tidak lagi berhenti sebagai pandangan
alternatif, tetapi dikonstruksi sebagai
ancaman yang menuntut perhatian
politik lebih besar (Sun et al., 2026).
Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok
bertindak sebagai securitizing actor
yang menggeser isu limbah Fukushima
dari persoalan teknis pengelolaan
limbah nuklir menjadi persoalan
lingkungan, kesehatan manusia, dan
keamanan pangan (Wang, 2024).
Pergeseran ini tentunya penting karena
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menunjukkan bahwa ancaman tidak
muncul secara otomatis dari limbah
nuklir itu sendiri, melainkan dibentuk

melalui proses politik yang

menghubungkan risiko dengan

kepentingan publik yang lebih luas.
Transformasi tersebut

berlangsung melalui berbagai speech
act yang disampaikan secara konsisten
oleh pemerintah Tiongkok melalui
pernyataan resmi, konferensi pers, dan
saluran diplomatik. Salah satu yang
paling menonjol adalah pernyataan dari
juru bicara Kementerian Luar Negeri
Tiongkok yaitu Wang Wenbin yang
menyebut bahwa keputusan Jepang
sebagai tindakan yang ‘“‘sangat egois
dan tidak bertanggung jawab” karena
menempatkan kepentingannya sendiri
di atas “kesejahteraan jangka panjang
seluruh umat manusia” (MFA, 2023).
Hal penting dari pernyataan tersebut
bukan hanya isi kritiknya, tetapi juga
upaya untuk mendefinisikan ulang
makna kebijakan limbah Fukushima itu
sendiri. Jika Jepang dan IAEA berusaha
mempertahankan isu limbah
Fukushima sebagai persoalan teknis,
maka Tiongkok justru membingkainya
sebagai persoalan yang memiliki
konsekuensi  politik, moral, dan
keamanan yang lebih luas (Sun et al.,
2026).

Pilihan istilah seperti “egois” dan
“tidak bertanggung jawab”
menunjukkan bahwa ancaman tidak
dibangun hanya melalui penjelasan
teknis tentang bahaya lingkungan saja.
Jika Tiongkok hanya ingin menyoroti
risiko lingkungan cukup dengan istilah
seperti  “berisiko” atau ‘“berbahaya”
saja. Namun penggunaan istilah yang
bermuatan moral menunjukkan adanya
upaya untuk menggeser perdebatan dari
keselamatan teknis ke persoalan etika
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dan tanggung jawab politik (Sun et al.,
2026). Jepang akhirnya tidak lagi
direpresentasikan  sekadar  sebagai
negara yang mengambil keputusan
kontroversial ~ dalam  pengelolaan
limbah nuklir, tetapi sebagai aktor yang
dianggap mengabaikan tanggung jawab
terhadap kepentingan publik yang lebih
luas.

Proses  moralisasi  ancaman
tersebut kemudian diperluas dengan
menghubungkan sebuah isu limbah
Fukushima pada kepentingan yang
melampaui batas nasional. Pernyataan
mengenai  “kesejahteraan  jangka
panjang seluruh umat manusia”
tentunya menunjukkan bahwa ancaman
tidak lagi diposisikan pada level
bilateral semata saja. Risiko yang
awalnya terkait kebijakan domestik
Jepang digambarkan sebagai persoalan
yang bisa mempengaruhi lingkungan
laut  global, keamanan pangan
internasional, dan keselamatan generasi
mendatang (He & Zhao, 2024). Dengan
cara inilah, ancaman berubah dari isu
nasional menjadi isu yang memiliki
dimensi global. Strategi tersebut
tentunya  membuat isu  limbah
Fukushima lebih mudah diposisikan
sebagai isu keamanan lingkungan
(Anisa & Atman, 2025).

Perluasan makna ancaman ini
kemudian  menjadi  dasar  bagi
pembentukan existential threat dalam
narasi sekuritisasi Tiongkok. Ancaman
limbah Fukushima tidak dibangun
melalui bukti bahwa kerusakan sudah
terjadi, tetapi melalui penekanan pada
kemungkinan dampak serius di masa
depan (Sun et al.,, 2026). Potensi
pencemaran laut, masuknya zat
radioaktif ke dalam rantai makanan,
serta risiko terhadap kesehatan generasi
sekarang dan mendatang dikonstruksi
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sebagai  existential  threat yang
mengancam lingkungan laut, kesehatan
manusia, dan keamanan pangan sebagai
referent object yang harus dilindungi
(Qi & Gao, 2025). Dengan begitu,
ancaman dibangun secara antisipatif
yakni dengan menjadikan
kemungkinan bahaya di masa depan
sebagai alasan untuk bertindak pada
masa sekarang.

Keberhasilan konstruksi
existential threat ini juga dipengaruhi
oleh karakter isu nuklir yang memang
memiliki muatan simbolik kuat. Isu
nuklir sering dikaitkan dengan bahaya
yang tidak terlihat, sulit dideteksi
langsung, dan dapat menimbulkan
dampak jangka panjang. Dalam
konteksnya di Asia Timur, sensitivitas
terhadap isu nuklir juga diperkuat oleh
memori historis mengenai radiasi dan
keselamatan nuklir (BRIN, 2024). Oleh

sebab  itulah, ketika  Tiongkok
mengaitkan isu limbah Fukushima
dengan kemungkinan pencemaran

radioaktif, ancaman tersebut menjadi
lebih mudah menarik perhatian publik
dibandingkan jika risiko yang sama
dikaitkan dengan isu lingkungan yang
kurang sensitif secara politik dan sosial.

Namun, efektivitas konstruksi
ancaman tidak hanya bergantung pada
simbolisme isu nuklir saja, ancaman
juga harus dikaitkan dengan hal-hal
yang dekat dengan kehidupan sehari-
hari  masyarakat. Karena  hal
tersebutlah, pemerintah  Tiongkok
secara konsisten menghubungkan isu
limbah Fukushima dengan keamanan
pangan, kesehatan manusia, dan
kualitas lingkungan hidup sebagai
referent object yang diklaim sedang
terancam (Muliawan et al., 2024).
Risiko yang semula abstrak kemudian
diartikan menjadi persoalan yang
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berkaitan langsung dengan konsumsi
pangan, keselamatan keluarga, dan
kesejahteraan  generasi mendatang.
Strategi ini tentunya membuat ancaman
menjadi lebih konkret dan lebih mudah
dipahami  publik (Hayashida &
Horiguchi, 2024).

Pada saat yang sama, pemerintah
Tiongkok memanfaatkan
ketidakpastian ilmiah yang masih
mengelilingi pembuangan limbah
Fukushima. Meskipun Jepang dan
IAEA menegaskan bahwa pelepasan air
tersebut memenuhi standar
keselamatan internasional, Tiongkok
tetap berargumen bahwa keamanan
jangka panjang dari kebijakan itu
belum dapat dipastikan sepenuhnya
(IAEA, 2025). Dalam konteks ini,
ketidakpastian menjadi sumber
legitimasi bagi konstruksi ancaman.
Semakin besar ruang ketidakpastian
yang ditunjukkan, semakin kuat alasan
untuk menuntut kehati-hatian dan
tindakan pencegahan (Chen, 2023).
Karena itu, sekuritisasi limbah
Fukushima tidak dibangun dengan
menolak sains sepenuhnya, melainkan
dengan menyoroti keterbatasan sains
dalam memberi kepastian absolut atas
dampak masa depan.

Dengan begitu, konstruksi isu
limbah Fukushima sebagai ancaman
keamanan lingkungan menunjukkan
bahwa sebuah ancaman tidak muncul
secara otomatis dari keberadaan limbah
nuklir itu sendiri. Ancaman menjadi
bermakna karena dibangun melalui
interaksi antara securitizing actor,
speech act yang memperebutkan
otoritas atas realitas Fukushima, proses
moralitas ancaman, perluasan ancaman
ke tingkat global, konstruksi existential
threat terhadap lingkungan Ilaut,
kesehatan manusia, dan keamanan
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pangan, dan pemanfaatan
ketidakpastian ilmiah yang masih
menyertainya. Melalui proses ini
tentunya isu limbah  Fukushima
bergerak dari ranah politik normal
menuju isu keamanan yang
memerlukan respons berbeda dari

persoalan lingkungan biasa.
Institusionalisasi Narasi Ancaman
oleh Negara Tiongkok

Keberhasilan sekuritisasi tidak
hanya bergantung pada kemampuan
aktor politik mengonstruksi ancaman,
tetapi juga pada kemampuannya
mempertahankan ancaman agar tetap
relevan dalam ruang publik. Ancaman
tidak akan memiliki pengaruh politik
yang kuat jika hanya disampaikan
sekali oleh satu pejabat. Sebaliknya,
ancaman menjadi bertahan ketika terus
direproduksi oleh berbagai institusi
yang memiliki otoritas dan legitimasi
(Sun et al., 2026). Karena itu, setelah
isu limbah Fukushima dikonstruksi
sebagai ancaman terhadap lingkungan,
kesehatan manusia, dan keamanan
pangan, proses sekuritisasi berlanjut ke
tahap institusionalisasi, yaitu ketika
narasi ancaman dilembagakan ke dalam
berbagai struktur negara. Dengan cara
ini institusionalisasi mengubah klaim
politik menjadi pengetahuan yang
dianggap sah dalam ruang publik.

Dalam  proses ini, peran
securitizing actor juga meluas. Jika
pada tahap sebelumnya ancaman
banyak disampaikan melalui

pernyataan pejabat pemerintah, maka
pada tahap institusionalisasi negara
bertindak sebagai securitizing actor
kolektif yang melibatkan berbagai
lembaga dalam mereproduksi narasi
yang sama (Flohr, 2025). Kementerian
Luar Negeri Tiongkok secara konsisten
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menegaskan bahwa pembuangan air
limbah Fukushima berpotensi
mengancam lingkungan laut, kesehatan
manusia, dan keamanan pangan. Hal
yang penting bukan hanya isi
pernyataannya, tetapi juga bagaimana
speech act itu terus diulang dalam
forum diplomatik, konferensi pers, dan
komunikasi publik (MFA, 2023).
Melalui pengulangan yang teratur
inilah ancaman limbah Fukushima
tidak lagi tampil sebagai respons yang
sesaat, tetapi sebagai persoalan yang

dianggap nyata, mendesak, dan
membutuhkan perhatian yang
berkelanjutan.

Proses pengulangan ini sangat
penting karena ancaman yang hanya
disampaikan sekali mudah dianggap
sebagai opini politik sementara,
sedangkan ancaman yang terus
direproduksi oleh berbagai institusi
negara cenderung memperoleh
legitimasi yang lebih kuat (Baele &
Thomson, 2025). Dalam kasus limbah
Fukushima, pengulangan yang
konsisten tentunya membuat narasi
sebuah ancaman bergerak dari level
pernyataan menuju pemahaman sosial
yang tentunya lebih luas. Akibatnya,
publik  tidak hanya mengetahui
penolakan  pemerintah terhadap
kebijakan Jepang saja, tetapi juga terus
dihadapkan pada interpretasi yang
menempatkan  limbah  Fukushima
sebagai ancaman terhadap kepentingan
publik (Sun et al., 2025). Dengan kata
lain,  institusionalisasi  mengubah
ancaman dari sekadar klaim politik
menjadi kerangka interpretasi yang
terus diperkenalkan kepada
masyarakat.
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Institusionalisasi narasi ancaman
juga  diperkuat  oleh  lembaga
administratif negara yang memiliki
fungsi regulatif. Ketika General
Administration of Customs
memperketat pengawasan dan
kemudian memberlakukan pembatasan
terhadap produk perikanan dari Jepang,
narasi ancaman ini tidak lagi berada di
level diskursif saja, tetapi mulai
diartikan ke dalam sebuah praktik
birokrasi yang konkret (Davidson,
2025). Pada tahap ini, ancaman yang
sebelumnya dikomunikasikan melalui
speech act mulai memiliki bentuk
administratif ~ dalam mekanisme
pemerintahan sehari-hari. Kebijakan
tersebut dibenarkan dengan alasan
perlindungan terhadap lingkungan laut,
kesehatan manusia, dan keamanan
pangan sebagai referent object yang
dianggap terancam (Aksan et al., 2024).
Karena 1itu, institusionalisasi tidak
hanya menyebarkan sebuah ancaman
saja, tetapi juga memasukkannya ke
dalam sebuah praktik pemerintahan
rutin.

Peran media pemerintah menjadi
unsur penting berikutnya. Media resmi
seperti  Xinhua, China Daily, dan
Global  Times  secara  konsisten
memberitakan risiko yang dikaitkan
dengan pembuangan air limbah nuklir
Fukushima, kritik pemerintah
Tiongkok terhadap kebijakan Jepang,
serta perdebatan tentang dampak
jangka panjang terhadap lingkungan
dan kesehatan manusia (Xinhua, 2026;
Global Times, 2026). Dalam perspektif
sekuritisasi, media tidak hanya
berfungsi sebagai saluran informasi
saja, tetapi juga sebagai sebuah
mekanisme reproduksi yang membantu
mempertahankan ancaman dalam ruang
publik melalui penyebaran narasi yang
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berulang dan konsisten (Samsidar,
2025). Dengan cara ini tentunya
ancaman limbah Fukushima terus hadir
dalam perhatian publik dan perlahan
memperoleh status sebagai isu yang
relevan untuk dipantau dan direspon.
Melalui reproduksi yang
dilakukan oleh diplomasi negara,
birokrasi, dan media pemerintah,
cakupan ancaman juga semakin
meluas. Jika pada awalnya ancaman
lebih  banyak dikaitkan  dengan
kepentingan domestik Tiongkok, maka
dalam perkembangannya lingkungan
laut global dan masyarakat
internasional juga diposisikan sebagai
referent object yang perlu dilindungi.
Dalam konstruksi ini yang dianggap
terancam bukan hanya masyarakat
Tiongkok saja, tetapi juga pihak-pihak
yang bergantung pada keberlanjutan
ekosistem laut (McCurry & Davidson,
2023). Perluasan referent object ini
dinilai penting karena memungkinkan
pemerintah  Tiongkok membingkai
posisinya sebagai bentuk perlindungan
terhadap kepentingan yang lebih luas
daripada kepentingan nasional semata.

Dapat dipahami bahwa
institusionalisasi membantu
menjelaskan  mengapa  sekuritisasi

dalam isu Fukushima mampu bertahan
dalam jangka waktu yang relatif
panjang. Tanpa dukungan institusi
negara, speech act yang membangun
ancaman berisiko kehilangan relevansi
seiring waktu atau tergeser oleh isu lain
yang lebih mendesak (Koppenborg,
2023). Namun ketika ancaman terus
direproduksi ~ melalui  diplomasi,
birokrasi, media, dan perangkat negara
lainnya, ancaman tersebut memperoleh
keberlanjutan politik yang membuatnya
tetap hadir dalam ruang publik
(Lederer, 2025). Oleh karena itu,
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institusionalisasi tidak hanya
menyebarkan sebuah ancaman, tetapi
juga mempertahankannya sebagai

sebuah realitas yang dianggap relevan
dan tentunya layak memperoleh
perhatian politik secara terus-menerus.

Audience Acceptance dan Legitimasi
Kebijakan terhadap Jepang
Keberhasilan narasi ancaman
tidak ditentukan hanya oleh seberapa
sering ancaman disampaikan, tetapi
oleh sejauh mana ancaman itu diterima
sebagai sesuatu yang nyata, relevan,
dan layak diperhatikan secara khusus
(Karyotis et al., 2025). Maka tahap
yang paling menentukan dalam proses
sekuritisasi  dalam  isu  limbah
Fukushima ini bukan hanya ketika
pemerintah Tiongkok mengkonstruksi
sebuah  ancaman, tetapi  ketika
konstruksi tersebut dapat memperoleh

audience acceptance dari audiens
domestik. ada titik ini, ancaman
berhenti menjadi  klaim  politik

pemerintah semata dan mulai berfungsi
sebagai dasar legitimasi bagi tindakan
negara (Sun et al., 2026).

Audience acceptance tidak bisa
dipahami hanya sebagai munculnya
sebuah tindakan sosial contohnya
seperti panic buying, boikot, ataupun
demonstrasi, respons semacam itu
memang bisa muncul setelah narasi
ancaman diproduksi, tetapi tidak secara
otomatis membuktikan bahwa
sekuritisasi berhasil. Audience
Acceptance berada pada level diskursif
yakni level ketika publik telah
menerima cara negara mengartikan
suatu isu sebagai ancaman (Ng, 2023).
Karena itu, yang perlu dilihat bukan
hanya tindakan masyarakat, tetapi juga
apakah ada kesesuaian antara narasi
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ancaman  pemerintah dan  cara
masyarakat memahami Fukushima.

Penerimaan  tersebut  tidak
muncul secara spontan. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya,
pemerintah Tiongkok secara konsisten
menghubungkan isu limbah Fukushima
dengan kesehatan manusia, keamanan
pangan, dan perlindungan lingkungan
laut (Aksan et al., 2024). Pada saat yang
sama, berbagai institusi negara dan
media pemerintah terus mereproduksi
narasi tersebut dalam ruang publik.
Pengulangan ini tentunya membuat
sebuah ancaman tidak lagi dapat
dipahami sebagai pandangan dari
pemerintah semata saja, melainkan
[perlahan sudah menjadi sebuah
kerangka interpretasi publik untuk
memahami isu limbah Fukushima (Hu,
2025). Karena itu, audience acceptance
merupakan hasil dari proses sosial dan
politik  yang berlangsung terus-
menerus.

Selain itu, karakteristik risiko
nuklir turut memperkuat audience
acceptance. Berbeda dengan ancaman
yang bisa dilihat secara langsung,
radiasi sering dipersepsikan sebagai
bahaya yang tidak terlihat, sulit
dideteksi, dan berpotensi menimbulkan
dampak jangka panjang yang belum
sepenuhnya dapat dipastikan (BRIN,
2024). Kondisi ini membuat argumen
kehati-hatian lebih mudah diterima.
Ketika Tiongkok menempatkan isu
limbah Fukushima sebagai sebuah
ancaman terhadap kesehatan manusia
dan keamanan pangan, narasi tersebut
tentunya memperoleh resonansi yang
cukup kuat karena berkaitan dengan
risiko yang sulit dikonfirmasi langsung
oleh publik (Welle, 2023)
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Indikasi penerimaan terhadap
narasi ancaman itu dapat dilihat dari
survei Genron NPO dan China
International Communications Group
yang dilakukan setelah pelepasan air
Fukushima dimulai pada 2023. Survei
tersebut menunjukkan bahwa sekitar
47,6% responden Tiongkok
menyatakan kekhawatiran terhadap
pembuangan air Fukushima ke laut.
Data menunjukkan bahwa konstruksi
ancaman yang dibangun sebuah negara
memperoleh resonansi yang sangat
tinggi di ruang politik (NPO, 2023).
Hal yang penting dari data ini bukan
hanya tingkat kekhawatirannya, tetapi
juga adanya kesesuaian antara narasi
ancaman pemerintah dan persepsi
risiko di masyarakat. Penjelasan
tersebut tentunya diperkuat oleh studi
komunikasi publik di ruang digital
Tiongkok yang menunjukkan tingginya
intensitas diskusi dan persepsi risiko
terkait isu limbah Fukushima. Hal ini
menandakan bahwa isu  limbah
Fukushima tidak lagi dibahas semata
sebagai persoalan teknis tentang
keselamatan atau pengelolaan limbah
nuklir saja, tetapi semakin sering
dipahami melalui kerangka ancaman
terhadap kesehatan manusia, keamanan
pangan, dan lingkungan laut (Putri,
2023). Dengan demikian, audience

acceptance dalam kasus limbah
Fukushima dapat dilihat sebagai
keberhasilan  negara  membangun

keselarasan antara definisi ancaman
yang diproduksi melalui institusi
negara dan cara publik memaknai risiko
tersebut.

Penerimaan ini kemudian
menjadi  sumber legitimasi  bagi
kebijakan Tiongkok terhadap Jepang.
Dalam perspektif sekuritisasi,
legitimasi tidak muncul hanya karena
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sebuah negara memiliki otoritas formal
untuk bertindak, akan tetapi karena
tindakannya lah yang memperoleh
pembenaran sosial yang cukup. Ketika
sebuah ancaman diterima sebagai
sesuatu yang nyata dan serius, ruang
politik bagi negara untuk mengambil
tindakan menjadi lebih luas (Wang et
al., 2022). Oleh karena itu, audience
acceptance berfungsi sebagai jembatan
antara  konstruksi ancaman dan
penerapan kebijakan yang lebih keras
terhadap Jepang.

Dalam perkembangannya,
legitimasi tersebut membuka ruang
bagi penerapan berbagai extraordinary
measures. Namun, kebijakan seperti
pembatasan impor produk perikanan
Jepang tidak otomatis bisa disebut
extraordinary measures hanya karena
muncul setelah konstruksi ancaman
berlangsung (Junji, 2023). Dalam
perkembangannya, legitimasi tersebut
membuka ruang bagi penerapan
berbagai  extraordinary  measures.
Namun, kebijakan seperti pembatasan
impor produk perikanan dari Jepang
tidak secara otomatis bisa disebut
extraordinary measures hanya karena
muncul setelah konstruksi ancaman
berlangsung (Junji, 2023). Embargo
atau pembatasan perdagangan pada
dasarnya merupakan sebuah instrumen
yang lazim digunakan dan dapat
dijelaskan melalui berbagai logika
seperti perlindungan kesehatan publik,
keamanan  pangan, kepentingan
ekonomi domestik, maupun tekanan
diplomatik (Stefani, 2023).

Akan tetapi, dalam kasus
limmbah  Fukushima, kebijakan
tersebut memperoleh makna yang
berbeda karena dilegitimasi melalui
kerangka  perlindungan  terhadap
ancaman. Dalam konteks ini, kebijakan
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Tiongkok tidak lagi dibaca semata
sebagai respons administratif atau
langkah perdagangan biasa, tetapi
sebagai tindakan pencegahan yang
didorong oleh logika keamanan (Nién,
2026). Artinya, pembatasan impor tidak
hanya diarahkan untuk mengatur arus
barang, melainkan untuk melindungi
referent object yang telah dikonstruksi
sebagai pihak yang terancam, yaitu
kesehatan manusia, keamanan pangan,
dan lingkungan laut.

Di sini terlihat bahwa negara
tidak sekadar mengatur perdagangan,
tetapi menggunakan kewenangan
regulatifnya sebagai bagian dari upaya
menjaga keamanan. Dengan demikian
kebijakan  tersebut mencerminkan
security logic, yakni ketika suatu risiko
dipahami sebagai ancaman, maka
negara merasa perlu mengambil
langkah yang lebih tegas, lebih cepat,
dan lebih melampaui kebiasaan normal
dalam pengambilan kebijakan. Dengan
kata lain, logika yang bekerja di balik
kebijakan tersebut adalah logika
keamanan yang menempatkan tindakan
pembatasan sebagai respons atau
langkah luar biasa yang diperlukan
untuk mencegah risiko yang dianggap
lebih besar.

SIMPULAN

Dalam kasus limbah nuklir
Fukushima ini membuktikan bahwa
keamanan dalam hubungan
internasional tidak hanya ditentukan
pada ada atau tidaknya bahaya secara
nyata, tetapi juga pada bagaimana
bahaya itu dimaknai, diperdebatkan,
dan dilegitimasi dalam sebuah ruang
politik. Dalam penelitian ini kita dapat
melihat bahwa proses sekuritisasi
bekerja melalui pembentukan makna,
penguatan institusi, serta penerimaan
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publik yang tentunya memungkinkan
sebuah isu teknis berubah menjadi
dasar bagi tindakan yang lebih tegas.
Oleh karena itulah, penelitian ini
menegaskan pentingnya membaca isu
lingkungan lintas batas bukan hanya
sebagai  persoalan  teknis  atau
diplomatik saja, tetapi sebagai proses
politik yang melibatkan produksi
ancaman dan legitimasi kebijakan.
Untuk penelitian selanjutnya, kajian
dapat diarahkan pada perbandingan
dengan kasus serupa di negara lain agar
terlihat bagaimana pola sekuritisasi
lingkungan bekerja dalam konteks yang
berbeda, termasuk bagaimana media,
opini publik, dan kebijakan negara
saling mempengaruhi dalam
membentuk respons terhadap risiko
transnasional.
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